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b'

I}IJI'ATI KA'IINGAN,

llrrrl'rwrr ttnlrrk lebih mcningl<artl<an disiplin, l<ir-rcr.jzi dar-r
proclrrl<livitas kerja Pegawai Negeri Sipil di lir-rgkungan
Ilt:nrr:rirrtah Kabupaten Katingan, sertil unttrk
nlcnvcsuaikan clengan perkembangan sosial, ekononri
rlnn l<crnampuan keuangan daerah, dan bcrdasarkan
Ilcclr:trt.uan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pcmcrint.ah
lltlonror 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
ll)rlerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri
llrlomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
ll(cr.tangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali
rlr:ngnrr Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
'1'rrhr t\. '201 1;

,a$

llr;rhwr.r', berdasarkan pertimbangan scbagaimana
r:limnksud pada" huruf a diaters, perlu menetapkarr
li)cruturar-r Bupati Katingzrn tentang Tambarhan
lPcnghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungern
l?emerintah Kabupaten Katingan;

l"Jndang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
I?embentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
liieruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
liabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Iriabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
cli Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
ltepublik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18,,Tambahan
L,embaga Negara Nomor a1S0);

I"Indang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Inleuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
!['ahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
I;lepublik Indonesia Nomor a286);

IJndang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
l'emerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
I",embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Ii/

2.

3.
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4. lJnclnng-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tcnLang Gurr-r

<lnn I)0sen (Lembaran Negara Republik Indoncsia
,11.nIt,rn 2005 Nomor 157, 'lambahan Lc-'mblran Nt:gitrt't

llr'pr rlrlik l nclr>nesitt Nomor a586);

5. rxl[utr4-tJndang Nomor 3 'lahun 20lo tetrtittrg
.rrt:rrltutfln Peraturan Pemcrintah Pcngganti Unclztng-

rrrlrrrrg Nomor 4 Tafiun 2OOC) tentang Peru[ahern ALtts

rrtlrrp[-Unclang Nomor 3O 'fahun 2OO2 tenL,ng l(omisi
nrl:crilnteisan Tindak Pidana Korupsi (Lernbarran

cgrri,l Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76,

rumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
r 37);

nclartg-Undang Nomor 12 Tahun 2Oll tentang
lrnbentukan Peraturan Perundang-Undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

r{omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
ttcloncsin Nomor S%al;

Inclang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
ipil Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia

un 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaratr Negara
cpublil< Indonesia Nomor 5a9a);

ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
:merintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

ia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir,
ngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Peru\ahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahuri 2014" tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2074 tentang Tenaga
Kesehatern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

6,

7,

8.

10.

11.

12. llcl'rrtrtt'rrn
l)isiplirr
l'lr:pr rlrlik
l,ctttl:rrrnn

Pemcrintah Nomrtr 53 Tahun 201o tcntrtt.tg
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Ncgitra
Ir-rclorresia Tahun 2010 Nomor 74, 'l'ambithitr"t

Negara Republik Inrlonesia Nomor 5135); 
lV

9.
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ll]. rrrtur.all Pemcrintah Nomor 71 Tahun 2010 tenlang

tgncllr Akuntansi Pemcrintahan (Lem[:aran Ncg.tra

<:ptrlllil< Inclonesia Tahun 2010 Nomor 123' Tambathtrrt

,,'nrllttrltrt Ncgara Republik Inclonesia Nomor 5165);

rat.ttran Pcmerintah Nomor 46 'latrun 201 1 terttang

nilnianPrestasiKerjaPegawaiNegeriSipil(Lcmbaran
14,

,;; Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121'

bcrhan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nombr

15.

16.

2nB);

Perangkat
ndonesia

Lembaran

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang.
Daerah (Lembaran Negara Republik'
Tahun 2016 Nomor l1'4, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

t7.

Peratrrran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun

zototentangPembentukandanSusunanPerangkat
Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65' Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 35);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor13Tahun2006tentangPedomanPengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali teiakhir, dengan PEraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun iott tentang Perubahan Kedua atas

PeraturanMenteriDalamNegeriRepubliklndonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

KeuanganDaerah(BeritaNegaraRepubliklndonesia
Tahun 2}ll Nomor 310);

\" ;{
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TURAN BUPATI KATINGAN TENTANG

HASILAN PEGAWAI NEGBRI SIPIL DI

TTINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TAMBAHAN
LINGKUNGANPEN

PBM

[)r.rlilnr l)r:rrrlut.ilil llrrprrti ini, .yirng dimal<sud clengan :

I . I)acrrtlt tttlttlttlr l(rrtntl'rittct-t I(atirrgarr'
2. [)t:rncr.intrrlrrrrr l)rrr:r'rilt nclalah penyelenggariiern urusan pcmcril'tt:tltittr

olclr 1:crnr:r.irrtr lr clirt:t'rrh di.rn DPRD tnenurut asas ekonomi clzrn tttgrls

pt:rnl>irltlrrrr rlr:rrgrrrr 1'lripsip otonomi seluets-luasnya dnlam sislcm c]3t'i

irrirrsil: Ncplrrr.r t(i:rurttrrrrr Republik Indon.c-sia sebagaimetn, dimaksr-trl

clalam Urrclrrng'Unclnng Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945'

3. pemcrintrrlr Drlrcruh aclillah Bupati dan Perangkat Daerah scbagai Llllsur

pt:nyt:lcngfitll'l,l pclrlt:rintah daerah'
4. i(abuput.ct't t,trltrlnh l(abllpaten Katingan'
5. Rtrpati rtrlnltth llttpnti I(at'ingan'
(;, Sclirct rrrirrl l)rr,:t'rrli ncltrl6h Sckretariat Daerah Kabupaten I(artilgnn'

7. Sel<rctnt'ltr l)ntrrttlt nclnlnh sekretaris Daerah Kabupaten Kntingarr'
g. Sekrcl.rint l)cwan pcrwakilan Rakyat Daerah selanjutnya discburt

Sekrc[uriat nf''itO, aclaltrh unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan

Ralcynt Daerttlr.
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9.
10.
11.

Dinas Daerah adrrrlah unsur pelaksana otonomi daerah'

LembagaTeknis.Daerahadalahunsurpendukrr}8lugalkepaladaerah.
Staf Ahli adararr-pejabat Struktural Eselon II'b berada di bawah dan

bertanggungiawa.bkepada.bupati-danSecaraadministratif
dikoordinasikan oleh dekretaris baerah yang bertugas memberikan

rekomend,asi te,rhadap isu-isu strategil kepada bupati sesuai

keahliannya.
BLUD adalah Ba,lan Layanan Umum Daerah atau Unit Keria pada RSUD

Mas Amsvar f"*io.rg"o yang dibentuk untuk memberikan pelavanan

kesehatankepad,lr masyarakrt yu.trg didasarkan pada prinsip e{isiensi

dan efektivitas.
Jabatan adalah sel<umpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang

sama atau b,r=rhubungan satu dengan yang lain' , dan yang'

pelaksanaannya membut-uhkan kecakapan, pengetahuan, keterampilan

dan kemamPuafl.
r.g**.1 Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

Negara Indonesia yang ***"rrlriri syarat tertentu, diangkat Pegawai

secara tetap oteh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
j abatan pemerinrtahan.
Tambahan Pengqhasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjut"y'. disingkat

TP-PNS adalah suatu bentuk penghargaan oleh Pemerintah Daerah

untuk memotivi,,rsi dan mendorong P"gu*ui guna meningkatkan disiplin

[.i3u, beban kgrja, Prestasi Keaa atau Beban Kerja dan pertimbangan

oUilttif lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing'
pemberian 'larnbahan nenghasilan Pegawai Negeri sipil adalah kurun
walctLr I (sr.rttr) bulfln rnulai dari tang[al I (satu) sampai dcngan al<hir

btrlan,
17, Pcrtl4gtttrrr Arrggrtt'tttt rttlttltrlr pejabnt pcmegaug kewenelngitll I)c11g,gul1t)irn

{lnggrllttl ,,,riiin tttt:lttksttn^kun tugas pokok dan fungsi si'ttuan kcrjll
pr: rn tr gl<rt t t lttt:rt r lt yrl tt g rl i1:impinnya'

18, i(,.,,,*ni Penggrrrrrr'Arrggrtran adalah pejabat yang diberi krtrtsa utntuk

mclnksnn,,t,iiir sclrrl[ian kewenangan pengguna anggaran dalam

mclnl<sannltrrrr ur:hrrgiiin tugtls dan fungsi perangkat daerah.

19, [Sctrclrthrrrrt t!:rrrgcliiur:an udt toh pejabat fungsional yang ditunjuk
' ' tTlenerimu, nrcnyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

rncmpcrtfl llggt.l tr gitlwuLkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam

rangka ,pcltll<st,tnatrn anggaran pendapatan dan belanja daerah pada

satuan pernrrgl'lat daerah'
20. perangkat Dilcrnh yang selanjutnya disingkat PD adalah Sekretariat

Daerah, Sekrermriai DpRO, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Rumah Sakit Urmum Daerah, Kecamatan/Kelurahan'
21. unit l(cr;ir1 ucllrluh bagitrn dari Perangkat Daerah yang mclaksanakan

satu atuu bcbcl'aPa Program.
22, Hari Kerjn aclulair hari-yang digunakan untuk menjalankan tugas dan

fungsi serta trrgas l<edinasan iainnya, baik bersifat pelayanan publik
maupun pelr"rYoLnan aparatur.

2g. Hadir t<e4a a.dalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam

melaksanakan tugas dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui
atasan.

24. Gaji atau Upr1} adalah hak pegawai negeri sipil vang diterima dart

dinyatakan da1am bentuk ua.ng sebagai imbalan dari prestasi dan bebar-r

kerja.
fejabat Berwr::nang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
*".rgr.rrgkat, r:temindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil

berdasaikan prr:raturan perundang-undangan yang berlaku.
Datang tepat waktu adalah datang bekerja tepat pada waktu sesuai

12.

1cl\J.

14.

15.

16.

25.

26.
dengan jadwai kerja yang ditentukan.

ZT, puling lepat *"t to aditafr pulang bekerja tepat pada waktu sesuai t
dengan jadwal kerja yang ditentukan' 

--F--- - h/
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28.

29.

30.

31.

Penanggung J
Anggaran.
Pejabat Penilai
sesuai keten
Anggaran
APBD adalah
dengan
Surat Perintah
dokumen yang

33,

anggaran/ ktlu

35. Surat. Perintrrlr

Dol<ttrnr:n Itcltt
St.trrrt l)r:rittl trlt
clokumcn .yn

Maksud pemberia
Pegawai dalam me

T\rjuan pemberian
a. Meningkatkan
b. Meningkatkan
c. Meningkatkan
d. Meningkatkan

Kriteria
a. TP-PNS
b. TP-PNS

adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna

talah atasan langsung pejabat yang dinilai ditentukan
peraturan perundang-undangan yang berlaku' 

-.
dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
r keuangan tahunan daerah yang ditetapkan

32.

pelaksanaan
permintaan SPD adalah

mclaksanetkan'
Surat Penyedi
dokumcn !rttlf{
l<cgiutttrr sclx
Surttt. l)t:rittlrrh
l,S trtlalnlt tlrlJ<t

pcrminttttttt I

p<:r.ianiir'rrr krlttl
grji dengtrtr .it
tcrtcntLl clol<tt
Surut Pcrinlr'r Mcrnllnyai, yang selanjutnya disingkat SPM adzrleth

Dcll<umetr Ytt 11 cligunakan atau diterbitkan oleh penggLllla

L pco$SUna anggaran untuk penerbitan SP2D at'as bcburn

pengeluarnn i.,r"ttrn Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah'
embayar Langsung, Yeng selanjutnya disingkat SPM-LS

adalah Doktt u y,,ng diterbiikan oieh pengguna anggaran atau kuasa

penggLtn0 tlll t"rr, irrrtuk penerbitan SP2D atas beban pengeluarat'r

Pembayaran yang selanjutnya disingkat
literbitkan oleh pejabat yang bertanggung

rn' f)ana, yang selanjutnya disingkat
rrrt-'nyat.al<atn Lerscclianya dtlner untuk
tlnsrtt' penerbitan SPP.

Itrnrlrrryirr.*rr Langsung yang selanjutnVa clisingl<zrt SI)p-

,,,*,, y,,,.,g rlia.iukan olcir benclahirra pcngt:luttr.atl t-ttll ul<

,l,,,y,it',,,i' langsutrg kcpadtr pihak kctig,a atas clitsar

nl< l<cr.itr al-au pcrintah kerja lainnya dan pemba.yarart"t

lalt, ii,r,rcrima, peruntukan, dan waktu pembzryaran

,,ry, ,li*irpkan oleh Pejabat pelaksana teknis kegiatarr-r'

daerah.

11nntl Atrggtrrern Perangkat Darcrah.
nr:nirrtn Durril, yang selanjut.nya disingkat
cligttrrul<an sebagai dasar pencairan

BAB II

SPP adalah
jawab atas

mengajukan

SI']2D itrlitlah
clana yang

34.

36,

cliterbit.lcan r benclahnru umum daerah berdasarkan SPM'

i,

MAI(SUD DAN'I'UJUAN

Pasal 2

TP-PNS adalah
tugas

untuk meningkatkan dan memotivasi
dan fungsinya.

Pasal 3

-PNS adalah untuk :

erja PNS;
itas pelayanan PNS;
:jahteraan PNS, dan

isiplin PNS.

BAB III
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

Tambahan Penghasilan PNS adalah unflrk :

Prestasi Kerja, dan;
rkan beban kerja. v
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I'Ii]M III{I{IAN TAM BAHAN PBNGHASILAN
I'!]('iAWAI NITG t'RI SIPI L

Peisal 5

rlitlr:ril<nrr l<epadar PNS yang bekerjei cli lingkungarr
clalam daltarpatcn l(atingan lolg namanya tercantum

tah lfu buPerten Katingan;
;,;" ;;;' -rt*"i Jari Kementerian/Lembaga non

i rt 1

i"ti/fiufr"paten/Kota lain kc Pemerintah Kabupaten

[;; ;;gg..ut, berjalan yang namanya telah tercantum

(1) yang menduduki jabatan
'terlantum dalam daftar gaji

pegawai titiPan di dalam atau

Calon PNS di

Pasal 6

TP-PNS sebesar 8Oo/o (delapan puluh persen) dari

ditetapkan.
\,
T i" PasalT

besaran TP-PNS

iij e"."tan TP- untuk jabatan struktural yang diterima setiap Pegawat

dihitung seiagai aspek Beban Kerja dan Prestasi Kerja'

snya.

TP-P ,*i"f. jabltan iungsional yang diterima setiap Pegawai

sarl:an Lspek Beban Kerja, Prestasi Kerja danlatau

berstatus terpidana yang berkekuatan hukum tetaP;

diberhentikan sementara;

""J""g 
menjalani cuti di luar tanggungan negara' cuti

il f.Ui"f, dari g (tiga) bulan serta cuti melahirkan anak

S.

IS untuk PNS lainnya (spesifik) selain yang dimaksud
(2) Pasal ini berdasarkan aspek kelangkaan profesi'

resiko kerja.

BAB IV

(1)

(2)

TP-PNS hntrYtt
Pemerint.ah lfur[r
guji 1:acltr Pentcr
Pegawai Pirtcln

(3)

Kementerian/
Katingan clalanr

, akan diberikan TP-PNS;dalam daftar
PNS sel:ngni n climal<srrd Pada aYat

nl.ruktutrnl rlt'rn ngsional Yang namanya

Pemerint.ah diberikan TP-PNS;

(4) TP-PNS tidal( d
a. Pegawal Ya

tahun Yang rsangkutan;
b. Pegawai Y berstatus sebagai

tah Daerah;
Pegawai
Pegawai
Pegawai
besar, cuti
ketiga dan

rcrikan kePada:
g-;"a^patkan hukuman disiplin tingkat berat pada

di luar

(2) Besara4
dihitung

c.
d.
e,

(3)

(4)

tempat bertu
Besaran TP-
pada ayat (1)

beban kerja d
Apabila PNS
dikurangi
pimpinan ya
pimpinan.

)but tidak menghadiri Apel Pagi atau Apel Sore akan

h hari dari total nilai TP-PNS kecuali ada perintah dari

bersifat mendesak dilampirkan dengan catatan oleh
,,flI,

(5) Besaran TP- S ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

Pasal 8

'l'aIuptrn l)cnYttrtlpttirln rt:krlpitulasi beban kcrju dan prestasi l<er.jer pada

lltrlun l.lerikrtl tlytt nrllltrgtri llcrikut:
ir, St:tirrlt I)l) lrnruft ln(:nyusrrn rel<apitulasi bebi-rn kerja dan Prcstarsi l<cr.iir

pcguwrri xCllrrl, lrrrlrrrr rlimtrleri pada lrari aklrir brtlan .

b, h,,iinp K,'1r,rl,i l)l) lrrrrtrs mengesahkan untuk bahan pengir.iu;rn 'l-l'-l''NS

sct.iup l-rtthrtt lrrrlitrg lunrbat akhir bulan;
c, l(r:ppiri Pl) lrrr,',,*',i',t,,',gajukan SPP dan SPM TP-PNS kepaclar Kcpaia PD

yullB tttettuttp;utti urusun pengclolaan keuangun daerah setiap bularl

palirrg lnmltr'tt nl<hir bulan.
www.jdih.katingankab.go.id



Keuangatn dan Aset. Detcrah ltabr:patt':n
SP2D TP-PNS sctiap bulan paling lambat

BAB V
PIINGELOLA DATA

Pasal 9

(2)

(1) Pengelolaan da
yang :

Badan
Bidang yang
tugas :

a. MenghimPu
mengarslp
mesin

b. Mengo
elektronik

c. Menghim
mengarsi

(3) Bidang yang

TP.PNSpadaPDdilaksanakanolehsatuanunitkerja
urusan bidang kepegawaian berkoordinasi dengan

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan'
ne;ni urusan kepegawaian pada PD mempunyai

kehadiran elektronik atau manual'
Pegawai Yang tidak melakukan
manual karena alasan kedinasan'

, men)rusun, menghitung, merekapitulasi dan

tu[it.rt^.i perhitu.rgan absendi kehadiran dan Surat

'elaksanaarr Tlrgas bulanan untuk disahkan Kepala PD

n pembayaran TP-PNS.
spurp-PNSkeBad'anPengelolaKeuangandanAset
paten Katingan ; dan
n fp-pttS ke-pada setiap Pegawai di PD melalui rekening

, menJrLlsun, menghitung, merekapitulasi dan

; daftai kehadiran seluruh Pegawai dari hasil input

rekam kehadiran

daftar hasil absensi kehadiran dan Surat Pernyataan

Pelaksan t g"" seluruh Pegawai sehingga diperoleh data jumlah

kehadiran rja.
rlnga.ri urusan keuangan pada,l? ttTlunvai t'91::

a. Menerima
Pernyataan
sebagai

b, Mengaj
Daerah Ka

c. Mem
gaji masi

d. Bagi PNS bAli,", memiliki rekening, Pembayaran TP dibayarkan

melalui ahard Penpleluaran.

BAB VI
TAMBAHAN
NBGBRI SIPIL

Pasal 10

(l)

(21

(3)

(4)

St:lirrp l,r:g,ttwttl wrr.iilr t't:t<itm l<el-radiran dengrtn menggunal<atl alztt i'ttitut

rrrt,siir r.ck'rrrrr rr:5iirli1rrl clektronik atau manual ptrda masing-mtrsittg

r rrrit kct'irr,
l{cwr.rjillirrr r.1lrrrn l<<:hucliran scbagaimana dimalcsud pada ir.yflt (1) tidrrl<

ltcrlai<rr llrrgi l'cl4rtwrti .y{,lrlg meletksanakan Tugas Belajar aLar-r cliLttgitsl<rttl

sccilrrl fctr,iir .liiirprlpg*rr't yong tidak memungkinkan untuk rtclakui<trt't

nbst-.r-tsi pu,iu I:'D t.t:mpat tugas sehingga diberikan dispensasi tetap tidak

mclnksnnnl<un rckam lcehadiran elektronik atau manuai pada masa

penugfrsan.
brgi Fegawni percla PD yang belum memiliki alat atau rekam kehadirarr

.l"iit.turill<, mtt1<n a trscn si kehacliran dilakukan secara manual'

Pr:rcl<nntltt ltelrltlit'tttt sebagaimana dimaksurd ayat (1), wajib dilakul<ttn

sebnnynk 2 (rltrn) krrli ynittr pacla pagi hari dern sore hari sesuai jam kcrja
yang clitett t t-tl<r L n.
ApabilH uLrl. ntnlr nrcsir-r rel<am kehadiran elektrnnik lidrik dapal

clipergr-rntll(un l<arcna trlasan teknis makar I{cpala PD aletut Unit licr.itr

memil-rnt beritn i:rCiu'a l<t:rusal<an alat atau mesin rekant keh:rclirarn

cleklronik dun nrelampit'kan daftar hadir Pegawai secara tcrl"ulis.

(s)

/v
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Pegawai Yang melal
dinas dalam daerah
pelatihan kedina
mengisi alat atau
Surat T\rgas atau

(1) Badan KePe
memiliki tugas
dan Surat Pe

Unit ferja untu
Hasil rekaPitul

Pasal 11

Pasal 12

(2\

il Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten - 
Katingan

kew e n an gor, r, tJ me n ssun"\3o i-l:t i :] J"fftol:ilffi""5:il,:#;" rugas yans.disusun oleh pD atau'

kepentingan pembinaan geg"yltl----^+^.1n Dplalrqanaan
tTff#:t 

t*nilil 
a"r, s.ri"t Pernyataan Pelaksanaan

ahkan Kepala en wajiU dilaporkan kepada lnspektorat
l.,iihotrTugas untuk d

KabuPaten Ka il :t;i.,'"ffi;', ?"p"er* ai,.n pcn didika. d an pel a rih ari

KabuPaten Kat gan.

BAB VII
I.{ITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

I'EGAWAI NEGERI SIPIL

Pastrl 13

,Jumltth 'l'l) lrNl"l trg tlitt:rinrrl didasarkan atas 2 (clua) Bcban licr.la (Strrlis)

dnn Prestnni l(cllrr
(1) Rumus Perlrit

Rumue -

. l-ln ri

. ,lunl
lotnl

b. Rumus be

Rumur r

l)irrrrrrris), sebagai bcrikut :

url{iur lft:trgttrangan Pembcritrr-l TP-PNS yang clitt:rimir

selama 1 (ttttt hulrttr scbagai berikut :

a. Ilumus kel rkltndiran sebagai berikut :

Ke x 1OO% x Prestasi Kerja (dinamis)) +

KerJa Efekttf

t:rja Dlcktif = I-lari Kerja Kalender.

Ir Abscrrsi kehadiran dibagi hari keria efcl<tif dikalil<arr

ilni '|'P-TI(D dikalikan persentase bobot perilaku'

rkan prcstasi kerja (Dinamis) sebagai berikut :

(Perrontaee Bobot Pernyataan Pelaksanaan Tugas x
Proetasl Kerja (dtnamtsf

c. Qontoh sebagai berikut :

Kehadiran (2O I 22) x 4.000.000=3.600.000
Bo% ( cukup) x 4.000.000:3.400.000

2) = 7.000.000/2 : 3.5OO.OOO (yang diterima|

Lnakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan

aupun luar daer;ht-;""gikuti.sosialisasi' pendidikan

dalam kota tet;P'il;;;g"P hadir ,Y*?l::ii:i:
sin absensi elektronik atau manual' dibuktikan dengan

,u.t pe.intah Tugas dan Nota Kedinasan lainnya

Jumlah (1

BO.BOT PERNYATAAN
PEI,,AKSANAAN TUGAS

PERSENTASE (%)

1 2
BAIK 100
CUKUP 80
TIDAK BAIK 60

www.jdih.katingankab.go.id



(2) Rumus Perhi gan

Prestasi Kerja
Pegawai setiaP I bulan sebagai berikut :

Jumlah Berslh Tambahan Penghaeilan yang diterima

= Nilal Beban tStiii"f + Nllai Ptestasl KerJa (Dtnamis)

dengan berdasarkan Beban Kerja

ris) 
"besaran TP-PNS yang diterima

(Statis) dan
oleh setiaP

BAB VIII
TA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN

NCTTNSTUAN PEGAWAI NEGBRI SIPIL

Pasal 14

(1)

t2l
TP-PNS clibtr.Yrrr

Dnftar Pcrhittt

Pembayaran
clilal<trl<nrr 1(
lrcllct'rr1:rt l:ttI
Pr:mhnyttrrttr
diperhitr.rrtgl<

Khusus
bulan berken
Pembayaran
pada ayat (1).

Setiap

persen);
b. PNS golo

dan
c. PNS

persen).

Bagi PNS
(PPh) Pasal 2

a. PNS
pefsen);

b. PNS
dan

c. PNS

brtnyak 12 (dua belas) ka\i sei!!J*"3:';|"'J;;;' ff-;N; 
.^untuk 

Peiabat Eselon ll pada
^ l+.. r

,-pNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

riri ti,rt^n "fm'ti faaa awal bulan berikutnyar atau dalam

l Hccur{l sekaligtts.
'fP-l)NSscbagaimnnaclimaksuclpacltrnyat(1)
se.ial< bula rr .ianuari.

Pastrl 16

l-ungan TP-PNS untuk bulan Desember diberyarl<etn pacli]

11. \
,-pNs padh' bulan Desember sebagaimana dimaksud

rpedoman pada ketentuan yang berlaku'

Pasal 17

TP-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

Penghasilan (PPh) Pasal 21.
hasLn (PPhi Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada

Sckrctt'rriu t il ii;lliil"rri,iit po disahkan oleh Kepala PD/Unit
l[ii'1,,"*tlrr,",'ot"t sekretaris Daerah' sedatrgkan Daftar

! - nn /l T.-:t

perhitungnn t.l

I(erja.

Pasal 15

(1)

(21

(1)

(2)

'''::r. 
-

(1)

(2\
dikenakan
Tarif Pajak
ayat (1) di kan sebagai berikut:

a. PNS go gan I dan II dikenakan tarif pajak sebesar 0 % (nol

III dikenakan tarif pajak sebesar 5 % (lima persen);

dikenakan tarif pajak sebesar 15 o/" (lima belasgan IV

tidak memiliki NPWP dikenakan tarif Pajak Penghasilan
sebagai berikut:

I dan II dikenakan tarif Pajak sebesar 0 oh (nol

6 o/o (enam persen);gan III dikenakan tarif pajak sebesar

(3)

psrsen),
IV dikenakan tarif pAiak sebesar LB Yo (delapan belas 

I
M
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'l'tM

(t)

(2)

Dnlnnr Irrnglttt pt lrtksntrr-rnn vcri{ikasi terhadap hasil pengukuran l<inet'iit'

<lttn mcntrngttni ffi;*itt;; a;tl Pegawai y9ng. diniiai maLrpurl Pcjub.t

;;, ;*';;; ;ii i uii, . r i r,[;,;ilri; y i: *";i:q, lff 3J;]:x*""" dimaksud pacl a

BAR IX
M()NI'I'ORINC} DAN EVAI,UASI

Pasal i8

Jabatan Tinggi Pratama diberikan
:rsi elektronik/manual apabila ada

il::: il:il;llll' iliJ i'Jiffi ;,';ll, *' o "ma'iu 
asi se ba gaimana dimaks u d p ad a

ayat (t) tcrcliri rlr'rri : .^.^ ,r^r Dororih,rr Kabuoerten Kat'
a, Baclnn x.p.'1;,.**riart Pendidikan dan Pelatihan Kabupetten Kattngern.

ll. Inspcktrlt'r"rl l(rrbrtprttt:tr I(attngan'
(:. Bsrtlr'tn r',,,.'rr,'it't" tit''^ngu" ti;;Aset Daerah Kabupaten lr'atingan'

ii, Satuan l'olirri l')ztmong l)rajtr'
(:. Racl*n l(cstt,i,,.'i I3ungsa dan Politik Kabupaten Katingan'

f. I3agion rlrg,,rriouisi 'sciirctariat Daerah Kabupaten Katingan'

; ;;il;; Ft,ii ;;; sekrctariat Daerah Kabupaten Katingan'

tan
(1)

(21

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dengan diber
plJ" polunit t 

"'j.. 
PD tidak d11ll lll:ll"i:

ya Peraturan Bupati KStilg?n iit"fili-seluruh
Honorarium ai*"t"rd paia ayat (1) dikecualikan apabila
Ketentuan se

kegiatan Pada 7 a;it kerja mengfkutgertakart .b"b"M. lP 3:1.Y:'-'
Kerja dan v**" rnemiiiki dasar l"ky* "::""i,-l::"t.11i:
Perundangan- .rJ"t g"r, i:raka honorarium kegiatan tim kerja tetap

dapat diberi pengecualian
perintah dari(3) Untuk Pej

melakukan a
Pimpinan bers

Pdiaturan BuPati' I

Agar setiap o
Peraturan , BuPa
Kabupaten Katin5

. mendesak yang tidak dapat diwakilkan'

'l ;r Pasal 2o

mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
dapat me ngetahui, memerintahkan pengundangan

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Kasongan
27 DliSIalvlBIlli ',)t)L l

,{r l r1

I'l tr l,li J0 I I

I(AI JU PATEN I(A'I'INGAN,

rrrlrrtrgl<rtn tll

ffi
l3 lCltl'l'A DA l,:l?A l"l KA BU PATEN KATINGAN TAHUN 2Ol7 NOMOR 3eo

US
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